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Kelari Isyaratkan

Tersangka Bertambah
Dugaan Korupsi Pupuk RP 800 Juta

Pemeriksaan tahap
selanjutnya guna

menguatkan.status
kedua tersangka,
dan mencari tahu

ke mana aliran uang
Rp 800 juta Yang

diduga dikoruPsi.

AMLAPURA, NusaBali
Penanganan kasus dugaan

korupsi dilam pengadaan PuPuk
senilai Rp 800 juta Yang telah
menierat dua tersangka dari Pe-
iabaf dan rekanan, terus bergulir
dan melebar. Pihak Kejaksaan
Neqeri (Keiari) AmlaPura men-
sis;aratl€n bakal ada tambahan
ie*angka menYusul Pemeriksaan
tahap berikutrtYa Yang al€n segera

diselar pekan dePan.
-Kepila Keiari AmlaPura lvan'

Iaka, didampingi l(asi Pidsus lGiari
j\dapura AditYa Okto Thohari me'
nvebutkan, bisa saia ada tambahan
tersangka losus. Sebab, penyidikan

Kajari Amlapura lvan Jaka (kanan) dan Kasi Pidsus Aditya Okto'

tahap awal baru menierat dua ter-
sangka. Pemeriksaan berikutnYa,
mas'ih memanggil minimal 1 0 salsi
dilakukan mulai Senin (25 / S).

Ivan |aka yang dikonfirmasi
menielaskan, tahaP berikutnya
menierilisa saksi-saksi sebanyak
mqri$dn, guna menguatlen status
kedua tersangka, dan mengem-
banekan kasui itu, ke mana arah
alira"n uangyang diduga dikoruPsi,
hal itu diutarakan, di AmlaPura,
Rabu [2015).

"MakanYa masih dalam

oenEembangan, kemungkinan
ialajumlah tersangka bertambah,
tunggu saja hasil Pemeriksaan
saksilsaksi," kata lvan Jaka. Sebel-
umnva, Keiari AmlaPura menetaP-
kan dua tersangka utama, Kadis
Kehutanan dan Perkebunan Ka-
rangasem I Komang SubrataYasa,
dan rekanan, Hamdani.

Subratayasa katanYa, berPeran
aktif membagi-bagikan ProYek
kepada lima rekanan Yang mesti-
nva provek itu ditenderkan, justru
aij"hit in penunjukan. Lagi Pula
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!11Sa. Ruput per kilogram Rp
400, ditambah ongkos kirim ni
200, total harga Rp- 600 per kilo'-
gram pembeliannya di Kabupaten
Banyuwangi, Jatim, dan diterima
diAmlapura.

Kenyataannya pembelian meng-
gunakan lima rekanan yang dikua-
sai satu orang pe.r kilogram Rp
2.000, berarti ada selisih Rp 1.400
per kilogram. "Bisa saja proyek
itu berubah jadi penunjukan yang
total nilai Rp 800 juta, tetapi jangan
untuk rekanan belum berpengala-
man. Berikan rekanan yang telah
berpengalaman, dan setiap rekan-
an pemililmya beda-beda. tGli ini
yang terjadi yang mendapatkan
penunjukan lima rekanan, satu
pemilik,'katanya.

Rekanan itu kata Kajari Am-
lapura, berdiri tahun 2012, dan
dapat proyek tahun 2 01 3. "Berarti
tidak punya pengalaman, dan ti-
dak memberdayakan UKM. Sesuai
Keppres No 80 tahun 2003, boleh
saja jadi penunj ukan, asalkan yang
kebagian rekanan berpengalaman,
dan pemilik perusahaan beda-
beda," tambahnya lagi.

Penyelidikan berlangsung sejak
sebulan terakhil mengungkap

dana Rp 800juta untukpengadaan
pupuK yang mestinya ditender-
kan, justru diberlakukan penunju-
kan, dengan siasat, memetah dana
itu menjadi lima paket sehingga
nilainya rata-rata di bawah Rp
200 juU. Cara itu untuk menyia'
sati diberlakukannya Kepprei No
80 tahun 2003, tentang pedoman
pelaksana pengadaan barang atau
jasa pemerintah.

Subratayasa itu sendiri se-
benarnya jadi tersangka selaku
kuasa pengguna anggaran dan
PPK (pejabat pembuat komit-
men) semasih jadilGdis PerAnian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Karangasem tahun 2013.

Dana Rp 800 juta turun di
APBD 2013, terbagi dua tahap, di
APBD indukRp 500 jutadanAPBD
Perubahan 2013, Rp 300jua. tagi
pula, teknis pemanfaatan danaitu
mirip kasus pengadaan bibit di
Dinas Hutbun, sehingga menjerat
dua terpidana.

Sebab, mungulnya dan Rp 800
juta, tanpa diawali usulan kelompok
tani melalui proposal Dana tersebut
terlebih dahulu ada, selanjutnya
pencairannya melalui proses pen-
gajuan proposal.6 k16
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Puskop lagaditha Minta Dana
Bergulir Dilanjutkan

* Dihentikan oleh Pemkab Badung karena Jadi Temuan BpK

permasahhan sampai kemudian
menjadi temuan BPK RI, sejaksaat
itu pengucuran dana dihentikan
sampai sekarang.

Untuk itu, kini pihaknya berh-
arap agar pemerintah kembali
mengucurkan dana bergulir
tersebut. Sehingga dapat
membantu permodalan kope-
rasi di Badung.

Menjawab tuntubn. tersebut,
Sekkab Badung Kompyang R
Swandika menegaskan tidak akan
mencairkan dana bergulir lagi,
sepanjang masalah tertib admin-
istasi yang menjadi temuan BPK
tidak dibenahi dan disebsaikan.
'"Penghentian dana bergulir se-
besar Rp 9 miliar ke Puskop
Jagadhita ini karena sepenuhnya
dalam rangka menindaklanjuti
rekomendasi BPK atas penge-
lohan dana bergulir yang dinilai
tidak tertib administrasi dan

berpotensi terjadinya persoalan
hukumi' tendas Swandika.

Sblama ini, hnjutrya, sesung-
suhnva tidak ada hambatan
f,omJnikasi antara Pemkab
Badung dengan Puskop fag-
aditha. Bahkan Bupati Badung
selalu hadir bersama Gerakan.
Koperasi melalui Kadis-
peyindangkop secara berkala
rnelakukan pembinaan, Penga-
wasan, dan mengatensi baik
koperasi yang sehat maupun
koperasi yang dinilai tidak sehat

Walaupun demikian, Pem-
erintah daerah di sisi yang lain
memiliki komitnen bagaimana
jangan sampai bantuan Yang
dikucurkan menimbulkan kasus
jeratan hukum di kemudian hari.
"fadi ini kami pegangteguh jangan
sampai kami memberikan ban-
tuan sehingga akhirnYa terjerat
masahh hukumj' kata Swandika.

. Menurut pejabat asal Kero-
bokan, itu selama ini Pemkab
Badung memiliki komitnen yang
sama dengan gerakan koperasi,
yakni bagaimana kebijakan Yang
pro rakyat dan menempatkan
koperasi sebagai pilar perkem-
bangan ekonomi kerakyatan di
Badung.'APBD Badung adahh pro
rakyat dan berpihak kepada
koperasi untuk membesarkan
koperasi menuju kesejahteraan
masyarakat Tetapi Pemkab
Badung taat asas dan taat norma,
taat prosedur dan tunduk Pada
moral iustis, serh asas manfaat,"
tandasnya.

Di bagian lainnya Kepala
Diskoperindag I Keurt KarPiana
mengungkapkan dari Rp 9 miliar
dana bergulirtersebutbaru Rp 5

miliar yang dikembalikan ke kas
daerah, sisanya masih Rp 4 miliar
masih di Puskop fagadhia. 6 as

MANGUPURA, NusaBali
Pengurus sejumlah koperasi

yang ada di Kabupaten Badung
yang bernaung di bawah Pusat
Koperasi fPuskop) Jagaditha
dabng ke Puspem Badung Rabu
(20/5) sekitar pukul 10.00 Wita.
Kedatangan rnereka dahm rangka
menyampaikan aspirasi agar dana
bergulir kepada Koperasi fagadhia
dapat diteruskan. Karena dengan
support dana dari pemerintah
penyaluran kredit kepada ma-
syarakat bisa optimal

Di lain pihak mereka juga
menyoroti mengapa Pemkab
Badung melakukan penyerhan
modal ke PT Bank Pembangunan
Daerah [BPD) Bali, padahal keber-
adaan koperasi dinihi bbih mem-
butrhkan unurk penguatan modal
koperasi dan UMKM. Karenany4
bersamaan dengan itu koperasi
rirner yang bernaung di bawah

Puskop fagaditha meminta perh-
atian dari pemerintah, salah
saflrnya yang dimina adahh pem-
berian dana bergulir yang se-
belumnya tehh dihkukan.

"lntinya agar dana bergulir
kepada Ptrskop Jagadhita dapat
diteruskan dngan tanpa menarik
kembali dana bergulir yang seh-
ma ini telah dimanfaatkan ohh
Pusat Koperasi fagadhita. Hal ini
karena dana bergulir tersebut
sangat dibutuhkan unurk pengua-
tan modal koperasi," harap Kehra
Puskop fagadhita Badung Alit
Suarsawan.

Menurut dia dana bergulir
tersebut sudah pernah dihkukan
pemerintah sebeurlnya dari tahun
2004 sampai 20 10. "Dana bergulir
inr dikucurkan kepada seluruh
anggota Puskop fagaditha, besar-
annya Rp 100 iua," ungkap Suar-
sawan. Tetapi, sejak ada


